
 
 

BUPATI BANTUL 

 

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL 
 

NOMOR      02.  1        TAHUN 2013 

 
TENTANG 

 

PENUNJUKAN KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN 

BANTUL SEBAGAI PENGELOLA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM – MPd) KABUPATEN BANTUL 

TAHUN ANGGARAN 2013 

 
BUPATI BANTUL,  

 

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna 
pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten 

Bantul perlu ditunjuk pengelolanya; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul 

tentang Penunjukan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Kabupaten Bantul Sebagai Pengelola Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) 

Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 
 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  4438); 

 
 

 



 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 
Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 59); 

 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

 
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2009 

tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 17 Seri D) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2012 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2009 tentang 

Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10); 

 
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2012 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 19); 

 

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2012 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 71); 

 
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2012 tentang 

Kebijakan dan Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Berita 
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 72); 

 

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Nomor 
B.1393/KMK/D.VII/VI/2012 tentang Penyampaian Daftar 

Indikasi Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun 

Anggaran 2013; 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

2. Surat Direktur Jenderal PMD Kementerian Dalam Negeri 

Nomor  412/0494/PNPM/I/2012 tanggal 2 Januari 2013 
tentang Naskah Perjanjian Urusan Bersama untuk 

Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan 
Antara Pusat dan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 

Anggaran 2013; 

 
 MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENUJUKAN 

KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH 
KABUPATEN BANTUL SEBAGAI PENGELOLA PROGRAM 

NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI 

PERDESAAN (PNPM-MPd) KABUPATEN BANTUL TAHUN 
ANGGARAN 2013. 

 

KESATU : Menunjuk Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Kabupaten Bantul Sebagai Pengelola Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) 

Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013. 
 

KEDUA : Pengelola PNPM-MPd sebagaimana dimaksud diktum 

KESATU mempunyai tugas melaksanakan dan melancarkan 

kegiatan PNPM-MPd di Kabupaten Bantul. 
 

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor 

Pemberdayaan Masyarakat Desa melaporkan dan 
bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugasnya kepada 

Bupati Bantul. 

 
KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 
Ditetapkan di Bantul 

pada tanggal 02 JANUARI 2013 

 

BUPATI BANTUL, 
            ttd 

 

SRI SURYA WIDATI 
 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth : 

1. Direktur Jenderal PMD Kementerian Dalam Negeri di Jakarta; 
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; 

3. Kepala Biro Hukum Setda. DIY; 

4. Ketua DPRD Kab. Bantul; 
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul; 

6. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul; 

7. Kepala Kantor PMD Kabupaten Bantul. 

 
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
Ttd 

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum 
Pembina (IV/a) 

NIP.196402191986031023 



 


